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Investasi Kalsel Masih Didominasi Tambang 
 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.prokal.co/read/news/47529-investasi-kalsel-masih-didominasi-tambang.html 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kalsel 

melaporkan, investasi di Provinsi Kalsel pada triwulan I tahun 2022 mencapai Rp2,64 

triliun. 

Plt Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menjelaskan, investasi 

di Banua masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,19 

triliun. 

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) cuma Rp448,55 miliar. “Atau secara 

proporsional, PMDN sebesar 83,03 persen dan PMA 16,97 persen,” ujar Hanifah. Jika 

dilihat jumlah proyeknya, untuk PMA hanya sebanyak 88 proyek. Sementara PMDN 

sebanyak 869 proyek. 

Sedangkan bila menengok sektornya, investasi PMA didominasi pertambangan 

dengan realisasi pada triwulan I sebesar Rp336,24 miliar. Disusul sektor transportasi 

gudang dan telekomunikasi Rp80,53 miliar, serta sektor tanaman pangan perkebunan 

peternakan sebesar Rp19,16 miliar. 

 Investasi PMA terbesar berasal dari negara Singapura, sebesar Rp1941,14 miliar. 

Disusul Malaysia Rp111,13 miliar dan Tiongkok sebesar Rp60,02 miliar.  
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Beralih ke PMDN, Hanifah mengatakan, sektor paling paling banyak juga masih 

dari pertambangan. Yakni sebesar Rp1,5 triliun. Lalu disusul sektor tanaman pangan 

perkebunan dan peternakan senilai Rp212,31 miliar dan sektor industri makanan 

Rp151,89 miliar. 

 Terkait realisasi triwulan II, laporan yang disampaikan pelaku usaha masih 

diproses. Sehingga datanya belum ada. 

“Kami sudah meminta kabupaten dan kota agar terlibat mengawasi dan memantau 

laporan realisasi penanaman modal. Me-review agar target-target investasi tahun ini dapat 

tercapai,” katanya. 

Tahun ini ditarget sebesar Rp18,06 trilun. Karena bukan target yang mudah, maka 

semua harus bekerja ekstra. 

“Masih banyak investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kalsel, di 

antaranya pembangunan kilang minyak di Kabupaten Kotabaru dan pembangunan PLTB 

di Kabupaten Tanah Laut,” sebutnya.  

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Mahyuni menyatakan, demi 

hilirisasi industri, ada banyak investasi yang diperlukan. “Pertama-tama hilirisasi 

pengolahan karet. Seperti industri pengolahan ban dan pengolahan belt conveyor,” 

katanya. 

Juga perlu industri hilirisasi sawit. Seperti pengolahan CPO menjadi oleo energi, 

oleo food dan oleo chemical. “Juga hilirisasi pengolahan tandan kosong sawit, pelepah 

dan batang menjadi pulp serta kertas pembungkus/karton,” jelasnya. 

Sebagai daerah yang memiliki batubara melimpah, perlu pula mencari investasi untuk 

mengolah batubara menjadi barang jadi. Misalkan menjadi LPG atau polypropylene. 

“Kalsel juga perlu hilirisasi industri pengolahan biji besi menjadi baja karbon, 

serta metal forming atau pembentukan logam. Juga pengolahan amoniak dan pupuk,” 

tutup Mahyuni. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.prokal.co/read/news/47529-investasi-kalsel-masih-didominasi-

tambang.html, 08 Juli 2022.  

2. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/96869/investasi-kalsel-masih-didominasi-

tambang/, 08 Juli 2022. 

 

Catatan: 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 3 

 

dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap 

pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 

wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi 

Produksi atau IUPK Operasi Produksi.1 IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan.2 Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 

di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah 

izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang 

diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan 

operasi produksi. 3 

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin 

usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 

setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.4 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.5 Jaminan 

Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau 

Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan 

Reklamasi.6 

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan 

usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan 

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.7 

 

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1) 
2 Ibid, Pasal 1 ayat (7) 
3 Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9 
4 Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13 
5 Ibid, Pasal 100 Ayat 1 
6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13 
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 
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Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi 

wajib:8 

a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan 

Hidup; 

b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan 

permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan 

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan 

peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:9 

a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi; 

b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi. 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis 

dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian 

Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pasal 2 

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan 

data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan 

pihak lain. 

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama. 

 

Pasal 4 

                                                           
8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1 
9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah 
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)  
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(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. kompensasi data informasi Wilayah lzin Usaha Pertambangan eksplorasi atau 

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan 

batubara; 

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah lzin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta 

lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga 

atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan 

permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; 

 jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal 

pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak 

melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan 

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha 

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara. 

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau 

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal 

peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran 

harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak 

mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha 

Pertambangan atau lzin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan 

kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha 

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan 

logam, batuan dan batubara. 

 


